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Aksiologi Hukum Artikel ini mengeksplorasi tantangan dan peluang dalam mengintegrasikan
Islam, Undang- nilai-nilai Hukum Islam ke dalam sistem hukum positif di Indonesia,
undang Tipikor, dengan fokus khusus pada upaya pemberantasan korupsi. Pokok
Indonesia permasalahan yang diangkat adalah bagaimana nilai-nilai dasar Hukum

Islam, seperti keadilan, tanggung jawab, dan transparansi, dapat
diterapkan secara efektif dalam konteks hukum nasional yang sekuler.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis potensi kolaborasi
antara Hukum Islam dan hukum negara dalam menciptakan sistem hukum
yang lebih adil dan berintegritas. Metode penelitian yang digunakan adalah
analisis kualitatif berbasis literatur yang mengacu pada sumber-sumber
terpercaya dan terakreditasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
meskipun terdapat tantangan signifikan, seperti perbedaan prinsip dan
hambatan struktural, terdapat peluang besar untuk integrasi nilai-nilai
Hukum Islam dalam hukum positif. Kesimpulannya, integrasi ini dapat
memperkuat efektivitas penegakan hukum di Indonesia dan berkontribusi
pada penciptaan sistem hukum yang lebih responsif dalam memberantas

korupsi
Keywords: ABSTRACTS
Axiology of Islamic This article explores the challenges and opportunities of integrating Islamic
Law, Corruption Law, law values into Indonesia's positive legal system, with a particular focus on
Indonesia efforts to combat corruption. The core issue addressed is how fundamental

Islamic law principles, such as justice, responsibility, and transparency, can
be effectively applied within the context of a secular national legal
framework. The study aims to analyze the potential for collaboration
between Islamic law and state law to create a more just and integrity-driven
legal system. The research method employed is a qualitative analysis based
on a review of credible and accredited literature. The findings indicate that
despite significant challenges, such as differences in principles and structural
obstacles, there is substantial potential for integrating Islamic law values
into positive law. The conclusion is that this integration could enhance the
effectiveness of law enforcement in Indonesia and contribute to the creation
of a more responsive legal system in combating corruption
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A. PENDAHULUAN

Studi aksiologi dalam konteks hukum sangat penting karena memberikan
pemahaman tentang nilai-nilai yang mendasari norma hukum yang berlaku dalam
masyarakat (Wahyu, 2018). Aksiologi berfokus pada pengkajian nilai-nilai yang terkait
dengan hukum dan bagaimana nilai-nilai tersebut mempengaruhi pembentukan,
penerapan, dan penegakan hukum (Rahmatullah, 2019). Dalam konteks hukum Islam,
aksiologi berperan krusial dalam menentukan arah dan prinsip-prinsip keadilan yang
harus ditegakkan (Mansur, 2020). Aksiologi hukum Islam memberikan kerangka moral
yang kuat, yang didasarkan pada nilai-nilai seperti keadilan, keseimbangan, dan
tanggung jawab, yang sangat relevan dalam menghadapi isu-isu seperti korupsi, yang
merupakan masalah serius di Indonesia (Azhari, 2021).

Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Indonesia disusun sebagai
respons terhadap maraknya praktik korupsi yang merugikan negara dan masyarakat
(Hidayat, 2020). Dalam upaya pencegahan dan penindakan, undang-undang ini
mengatur berbagai jenis tindakan korupsi, mulai dari suap hingga penggelapan
(Prasetyo, 2019). Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian
diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, korupsi diartikan sebagai
setiap perbuatan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Suryani,
2021). Dalam konteks ini, aksiologi hukum Islam dapat memberikan wawasan baru
dalam penanganan tindak pidana korupsi, dengan menawarkan nilai-nilai moral yang
lebih dalam dan pendekatan yang lebih komprehensif (Mulyadi, 2021).

Tinjauan pustaka ini akan menguraikan beberapa teori ilmiah yang berkaitan
dengan pokok bahasan kajian, yaitu aksiologi hukum Islam dan penerapannya dalam
Undang-Undang Tipikor di Indonesia. Salah satu teori yang relevan adalah teori nilai
yang dikemukakan oleh R.M. Dworkin, yang menjelaskan bahwa hukum bukan hanya
sekadar aturan, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat
(Dworkin, 1977). Dalam konteks ini, hukum Islam dapat dipandang sebagai sistem
hukum yang memiliki nilai-nilai mendasar yang dapat dijadikan pedoman dalam
penegakan hukum, terutama dalam kasus-kasus korupsi.

Dalam buku Aksiologi Hukum Islam, dijelaskan bahwa hukum Islam berakar
pada prinsip-prinsip moral dan etika yang tinggi, yang dapat dijadikan landasan dalam
pencegahan dan penindakan korupsi (Mahrus, 2018). Nilai-nilai seperti keadilan (‘adl),
keseimbangan (tawazun), dan tanggung jawab (mas'uliyyah) di dalam hukum Islam
sangat relevan dalam membangun sistem hukum yang adil dan berintegritas. Nilai-nilai
ini bukan hanya diharapkan dapat meminimalisir tindakan korupsi, tetapi juga
menciptakan budaya antikorupsi dalam masyarakat. Selain itu, penelitian yang
dilakukan oleh Surya dan Ahmad (2020) menyoroti bagaimana nilai-nilai hukum Islam
dapat diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional, terutama dalam menghadapi
kasus-kasus korupsi. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai Islam
dalam penegakan hukum dapat meningkatkan efektivitas hukum dan mendorong
masyarakat untuk lebih patuh terhadap norma-norma yang berlaku.

Selanjutnya, buku Corruption and Law in Indonesia yang ditulis oleh Budi dan
Sari (2019) mengupas secara mendalam tentang dampak korupsi terhadap
pembangunan dan bagaimana hukum dapat berperan dalam menanggulangi masalah
ini. Dalam buku ini, penulis juga menekankan perlunya pendekatan multi-disiplin,
termasuk integrasi nilai-nilai agama, untuk menciptakan sistem hukum yang lebih
efektif dan responsif terhadap tantangan korupsi. Penelitian yang dilakukan oleh
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Nasution dan Usman (2021) dalam jurnal terakreditasi juga menunjukkan bahwa
penerapan nilai-nilai hukum Islam dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap
efektivitas Undang-Undang Tipikor di Indonesia. Hasil penelitian mereka
menunjukkan bahwa pendekatan berbasis nilai-nilai Islam dapat mendorong
penegakan hukum yang lebih adil dan merata.

Dengan memahami aksiologi hukum Islam dalam konteks Undang-Undang
Tipikor, diharapkan akan ada sinergi antara norma hukum dan nilai-nilai moral yang
dapat mendukung penciptaan masyarakat yang bebas dari korupsi dan mengedepankan
keadilan sosial. Hal ini penting mengingat korupsi tidak hanya merugikan aspek
ekonomi, tetapi juga mengancam tatanan sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap
institusi hukum.

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan aksiologi hukum Islam dalam konteks
Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Indonesia, dengan fokus pada gap
antara nilai-nilai hukum Islam dan praktik penegakan hukum yang ada. Meskipun telah
ada banyak penelitian mengenai korupsi di Indonesia, masih terdapat kekurangan
dalam memahami bagaimana nilai-nilai Islam dapat diintegrasikan untuk memperkuat
sistem hukum nasional. Novelty dari artikel ini terletak pada pendekatan interdisipliner
yang menggabungkan perspektif hukum, sosial, dan agama, serta menganalisis
kontribusi nilai-nilai Islam dalam penanganan korupsi.

Signifikansi artikel ini sangat relevan, mengingat korupsi merupakan salah satu
masalah serius yang dihadapi oleh Indonesia, yang berdampak pada perekonomian dan
kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum. Kontribusi artikel ini diharapkan
dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi hukum dalam
merumuskan kebijakan yang lebih adil dan efektif dalam penanganan tindak pidana
korupsi. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya kolaborasi antara nilai-nilai
hukum Islam dan hukum positif untuk membangun sistem hukum yang lebih responsif
dan peka terhadap tantangan korupsi, yang pada akhirnya dapat menciptakan keadilan
sosial dan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Dengan
demikian, artikel ini diharapkan dapat menjadi bagian dari dialog yang lebih luas
mengenai reformasi hukum dan etika di Indonesia.

B. METODE

Metode penelitian artikel ini menggunakan pendekatan penelitian pustaka,
yang berfokus pada pengumpulan dan analisis informasi dari sumber-sumber tertulis
yang relevan dengan tema aksiologi hukum Islam dalam Undang-undang Tindak
Pidana Korupsi (Tipikor) di Indonesia. Jenis penelitian pustaka ini dilakukan untuk
menggali nilai-nilai hukum Islam dan relevansinya terhadap penegakan hukum yang
ada, serta untuk mengidentifikasi gap dan kontribusi yang dapat dihasilkan dari
integrasi kedua sistem hukum tersebut (Mahrus, 2018; Surya & Ahmad, 2020).

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri dan mengkaji
berbagai literatur, termasuk buku, jurnal akademik, dan artikel ilmiah yang terkait
dengan hukum Islam, korupsi, dan Undang-undang Tipikor. Sumber data yang
digunakan mencakup publikasi yang telah terakreditasi, seperti jurnal yang terindeks
Scopus dan Sinta, serta buku-buku yang dianggap memiliki integritas dan relevansi
dengan topik penelitian (Budi & Sari 2019; Nasution & Usman 2021). Peneliti juga
mempertimbangkan sumber data yang bersifat empiris, seperti hasil penelitian
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terdahulu dan studi kasus yang berkaitan dengan penegakan hukum dan korupsi
(Creswell, 2014).

Untuk analisis data, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan
menganalisis dan menginterpretasikan informasi yang diperoleh dari sumber-sumber
tersebut. Data yang dikumpulkan akan dikelompokkan berdasarkan tema dan relevansi,
serta dibandingkan untuk mengidentifikasi pola, kesamaan, dan perbedaan antara nilai-
nilai hukum Islam dan praktik penegakan hukum yang ada (Dworkin, 1977). Melalui
analisis ini, diharapkan dapat ditemukan wawasan baru mengenai kontribusi nilai-nilai
Islam dalam mengatasi masalah korupsi di Indonesia dan bagaimana hal ini dapat
diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional. Hasil dari analisis ini akan menjadi
dasar untuk merumuskan rekomendasi dan implikasi bagi penegakan hukum di
Indonesia.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Konsep Aksiologi dalam Hukum Islam

Aksiologi merupakan cabang filosofi yang mempelajari nilai, termasuk
pengertian, sumber, dan klasifikasi nilai. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani, "axios"
yang berarti nilai dan "logos" yang berarti ilmu. Dalam konteks ini, aksiologi berfokus
pada pertanyaan-pertanyaan mengenai apa yang dianggap baik, buruk, benar, atau
salah dalam masyarakat (Kasar, 2017). Dalam kajian filosofi, aksiologi berperan penting
karena nilai-nilai yang dianut oleh individu atau kelompok dapat memengaruhi cara
berpikir, bertindak, dan berinteraksi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam
konteks hukum.

Relevansi aksiologi dalam hukum terletak pada fakta bahwa hukum bukan
hanya sekadar norma yang harus dipatuhi, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai yang
dipegang oleh masyarakat. Hukum sering kali diinterpretasikan sebagai alat untuk
mewujudkan keadilan, dan keadilan itu sendiri merupakan konsep yang dipenuhi oleh
nilai-nilai moral dan etika. Dalam hal ini, pemahaman tentang nilai-nilai yang
mendasari hukum sangat penting untuk memastikan bahwa hukum yang diterapkan
dapat mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat (Ahsan, 2021). Misalnya,
dalam hukum pidana, konsep keadilan restoratif berusaha untuk mengembalikan
harmoni dalam masyarakat dengan mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dan
rehabilitasi, bukan sekadar hukuman (Walgrave, 2018).

Aksiologi juga berkaitan dengan pertanyaan tentang legitimasi hukum. Ketika
suatu norma hukum dipandang sebagai tidak adil atau tidak mencerminkan nilai-nilai
masyarakat, hal ini dapat mengarah pada penolakan atau ketidakpatuhan terhadap
hukum tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memahami nilai-nilai yang menjadi
dasar pembentukan hukum dan bagaimana nilai-nilai tersebut berinteraksi dengan
praktik hukum yang ada. Hukum vyang dihasilkan dari proses yang tidak
memperhatikan nilai-nilai yang dianut masyarakat berisiko menciptakan konflik dan
ketidakpuasan, yang pada akhirnya dapat mengancam stabilitas sosial (Harris, 2019).

Dalam konteks Indonesia, di mana masyarakat memiliki keberagaman nilai dan
budaya, aksiologi memainkan peranan penting dalam membangun sistem hukum yang
inklusif dan dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat. Hukum yang baik
seharusnya mampu merangkul dan menghargai perbedaan nilai, sehingga menciptakan
keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara (Rifai, 2020). Dengan demikian,
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studi tentang aksiologi dalam hukum menjadi semakin relevan untuk memahami
dinamika hubungan antara hukum dan nilai-nilai sosial yang ada dalam masyarakat.

Sebagai tambahan, kajian tentang aksiologi dalam hukum juga mencakup
analisis tentang bagaimana nilai-nilai tersebut diterjemahkan ke dalam kebijakan
publik dan praktik hukum sehari-hari. Penelitian yang dilakukan oleh Gaius (2022)
menunjukkan bahwa adanya ketidakcocokan antara nilai-nilai yang dipegang
masyarakat dan kebijakan yang diimplementasikan dapat menyebabkan resistensi
terhadap hukum. Oleh karena itu, penting bagi para pembuat kebijakan untuk
melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan agar hukum yang dibuat
dapat mencerminkan nilai-nilai yang diyakini masyarakat.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa aksiologi memiliki peranan penting
dalam pembentukan dan penerapan hukum. Pemahaman yang mendalam tentang
nilai-nilai yang mendasari hukum dapat membantu dalam menciptakan sistem hukum
yang tidak hanya efektif tetapi juga adil dan berkeadilan. Oleh karena itu, studi tentang
aksiologi dalam konteks hukum harus terus dikembangkan dan diperluas, dengan
melibatkan berbagai perspektif dan disiplin ilmu, guna menghadapi tantangan yang
semakin kompleks dalam masyarakat yang terus berkembang.

Hukum Islam, sebagai sistem hukum yang berlandaskan pada ajaran Al-Qur'an
dan Sunnah, mengandung sejumlah nilai dasar yang menjadi panduan dalam
penegakan keadilan dan moralitas. Salah satu nilai utama dalam hukum Islam adalah
keadilan. Keadilan dalam perspektif Islam bukan hanya sekadar distribusi yang adil atas
hak dan kewajiban, tetapi juga meliputi perlakuan yang setara dan mengedepankan
keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat. Sebagaimana
diungkapkan oleh Maududi (2015), prinsip keadilan dalam hukum Islam merupakan
pilar yang mendasari seluruh aspek kehidupan sosial dan politik, yang menekankan
bahwa setiap individu berhak mendapatkan perlakuan yang adil di hadapan hukum.

Selain keadilan, nilai keseimbangan juga menjadi landasan penting dalam
Hukum Islam. Keseimbangan dalam konteks ini mencakup harmonisasi antara hak dan
kewajiban, serta menjaga stabilitas sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Hukum Islam
mengajarkan bahwa setiap tindakan harus mempertimbangkan dampak terhadap orang
lain dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam hal ini, Ahsan (2021) menjelaskan
bahwa keseimbangan adalah prinsip yang mendasari berbagai ketentuan dalam hukum
Islam, baik dalam aspek keluarga, perniagaan, maupun hubungan antarindividu.

Nilai tanggung jawab juga merupakan elemen penting dalam hukum Islam.
Tanggung jawab mengimplikasikan bahwa setiap individu harus bertanggung jawab
atas tindakan dan keputusan yang diambil, baik dalam konteks pribadi maupun sosial.
Dalam Al-Qur'an, banyak ayat yang menekankan pentingnya tanggung jawab individu
dalam menjalani hidup dan memenuhi kewajiban terhadap Allah dan sesama manusia
(Rahman, 2018). Dengan demikian, nilai tanggung jawab tidak hanya memperkuat
integritas individu, tetapi juga mendukung terciptanya masyarakat yang saling
menghormati dan bekerja sama.

Pengaruh nilai-nilai dasar dalam hukum Islam terhadap sistem hukum sangat
signifikan. Pertama, prinsip keadilan yang diusung oleh hukum Islam membentuk
karakteristik sistem hukum yang lebih manusiawi. Hukum Islam menempatkan
keadilan sebagai tujuan utama, sehingga penegakan hukum tidak hanya berfokus pada
penerapan sanksi, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial dan penyelesaian konflik
secara damai (Walgrave, 2018). Dalam hal ini, keadilan restoratif yang diperkenalkan
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dalam praktik hukum Islam menjadi salah satu bentuk nyata dari upaya menciptakan
keadilan sosial yang berkelanjutan.

Kedua, nilai keseimbangan dalam hukum Islam berperan penting dalam
mendorong stabilitas dan harmonisasi dalam masyarakat. Sistem hukum yang
mengedepankan keseimbangan mampu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi
pertumbuhan sosial dan ekonomi. Sebagai contoh, dalam konteks bisnis, hukum Islam
mengatur prinsip-prinsip muamalah yang menekankan pada keadilan dalam transaksi
dan larangan terhadap praktik yang merugikan pihak lain, seperti riba dan penipuan
(Rifai, 2020). Dengan demikian, sistem hukum yang mengedepankan keseimbangan
berkontribusi pada terciptanya kepercayaan di kalangan pelaku bisnis dan masyarakat.

Ketiga, nilai tanggung jawab yang dijunjung tinggi dalam hukum Islam
mendorong individu untuk berperilaku etis dan bertanggung jawab. Hal ini
berpengaruh pada tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum, di mana para
pemimpin dan penegak hukum dituntut untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai
keadilan dan tanggung jawab. Dalam konteks ini, penelitian oleh Gaius (Gaius, 2022)
menunjukkan bahwa adanya kesadaran akan tanggung jawab sosial dapat mengurangi
praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan di kalangan pejabat publik.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa aksiologi dalam hukum Islam
memberikan kontribusi yang berarti dalam membentuk sistem hukum yang lebih
berintegritas, adil, dan berkelanjutan. Dengan mengedepankan nilai-nilai dasar seperti
keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab, hukum Islam tidak hanya berfungsi
sebagai seperangkat norma, tetapi juga sebagai pedoman moral yang mengarahkan
perilaku individu dan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk terus mengkaji dan
menerapkan nilai-nilai ini dalam praktik hukum kontemporer, terutama dalam
menghadapi tantangan dan dinamika sosial yang terus berkembang.

Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Korupsi merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh
individu atau kelompok untuk keuntungan pribadi, yang sering kali merugikan
masyarakat dan negara. Menurut Transparency International, korupsi dapat diartikan
sebagai penyalahgunaan wewenang yang diamanahkan untuk memperoleh keuntungan
pribadi atau kelompok, baik dalam bentuk uang, barang, maupun fasilitas
(International, 2020). Di Indonesia, korupsi menjadi masalah serius yang mengancam
integritas dan pembangunan bangsa, serta menciptakan ketidakadilan sosial.

Tindak pidana korupsi di Indonesia dapat dibedakan menjadi beberapa jenis,
antara lain suap, gratifikasi, penggelapan, penyalahgunaan wewenang, dan pencucian
uang. Suap adalah tindakan memberi atau menerima sesuatu dengan tujuan untuk
mempengaruhi keputusan atau tindakan pejabat publik. Gratifikasi merupakan
pemberian dalam bentuk apapun yang diterima oleh pegawai negeri sipil yang
berhubungan dengan jabatannya dan bertentangan dengan kewajibannya. Penggelapan
terjadi ketika seseorang yang memiliki kekuasaan atau wewenang menyalahgunakan
posisinya untuk mengalihkan atau menggunakan aset milik orang lain untuk
kepentingan pribadi. Penyalahgunaan wewenang adalah tindakan di mana pejabat
publik menggunakan kekuasaan yang dimilikinya untuk kepentingan pribadi yang
merugikan negara atau masyarakat. Pencucian uang adalah proses menyembunyikan
asal-usul uang yang diperoleh dari kegiatan ilegal agar terlihat sah (A. Sari, 2019).
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Dampak korupsi terhadap masyarakat dan negara sangatlah besar. Pertama,
korupsi mengurangi kualitas layanan publik. Dana yang seharusnya digunakan untuk
pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya sering
kali disalahgunakan, sehingga masyarakat tidak mendapatkan pelayanan yang layak.
Penelitian oleh Firdaus (2021) menunjukkan bahwa korupsi dalam sektor kesehatan
menyebabkan penurunan kualitas layanan medis, yang berdampak langsung pada
kesehatan masyarakat. Kedua, korupsi juga berkontribusi terhadap ketidakadilan sosial
dan peningkatan kemiskinan. Ketika dana publik dikorupsi, sumber daya yang
seharusnya digunakan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan justru
mengalir ke kantong individu-individu tertentu. Hal ini memperlebar kesenjangan
ekonomi dan sosial, di mana kelompok kaya semakin kaya, sementara kelompok miskin
terpuruk dalam kemiskinan (Astuti, 2022).

Ketiga, korupsi berdampak negatif pada iklim investasi dan pertumbuhan
ekonomi. Investor cenderung menghindari negara yang memiliki reputasi buruk dalam
hal korupsi, karena ketidakpastian dan risiko yang tinggi. Hal ini dapat menghambat
pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sektor-sektor strategis. Menurut laporan
Bank Dunia (2020), negara yang memiliki tingkat korupsi tinggi mengalami penurunan
investasi asing langsung, yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang
stagnan. Keempat, dampak psikologis dari korupsi juga tidak dapat diabaikan. Korupsi
menciptakan ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan lembaga publik, yang dapat
menyebabkan apatisme masyarakat terhadap proses politik dan hukum.
Ketidakpercayaan ini mengarah pada pengurangan partisipasi masyarakat dalam
pembangunan, serta meningkatkan risiko konflik sosial. Dalam kajian yang dilakukan
oleh Nugroho (Nugroho, 2021), ditemukan bahwa masyarakat yang hidup di lingkungan
korup merasa frustrasi dan kehilangan harapan terhadap perubahan positif dalam
kehidupan mereka.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia
memiliki dampak yang merugikan baik bagi masyarakat maupun negara. Oleh karena
itu, upaya pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas utama dalam agenda
pembangunan nasional. Hal ini memerlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat,
dan sektor swasta untuk menciptakan sistem yang transparan, akuntabel, dan bebas
dari praktik korupsi.

Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Indonesia merupakan
regulasi yang dirancang untuk memberantas praktik korupsi, yang telah menjadi
masalah serius di negara ini. Undang-undang ini pertama kali diundangkan pada tahun
1999 dengan nomor 31, dan kemudian mengalami perubahan melalui Undang-undang
Nomor 20 Tahun 2001. Tujuan utama dari undang-undang ini adalah untuk mencegah,
menindak, dan mempidanakan setiap tindakan yang berhubungan dengan korupsi,
baik yang dilakukan oleh pejabat publik maupun oleh individu lainnya (Halim, 2020).

Salah satu fokus utama dari Undang-undang Tipikor adalah untuk memberikan
sanksi yang tegas terhadap pelaku korupsi. Dalam hal ini, undang-undang mengatur
berbagai jenis tindak pidana korupsi, seperti penyuapan, penggelapan, dan
penyalahgunaan wewenang. Sanksi yang dijatuhkan tidak hanya berupa pidana penjara,
tetapi juga denda dan pemulihan kerugian negara (Kurniawan, 2021). Dengan adanya
regulasi ini, diharapkan dapat menciptakan efek jera bagi pelaku korupsi serta
meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum di Indonesia.
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Dalam konteks pemberantasan korupsi, Undang-undang Tipikor juga
menetapkan peran serta berbagai lembaga pemerintah dan masyarakat. Lembaga
Penegak Hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diberikan kewenangan
khusus untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap kasus-
kasus korupsi. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menciptakan
lingkungan yang bebas dari praktik korupsi, serta mengedepankan prinsip transparansi
dan akuntabilitas (Nurhayati, 2022).

Proses hukum dalam penanganan kasus korupsi di Indonesia dimulai dari tahap
penyelidikan yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum, terutama oleh KPK. Pada
tahap ini, KPK mengumpulkan informasi dan data yang berkaitan dengan dugaan
tindak pidana korupsi. Jika terdapat cukup bukti, KPK akan melanjutkan ke tahap
penyidikan, di mana penyidik melakukan pemeriksaan saksi-saksi, pengumpulan
barang bukti, dan tindakan lainnya yang diperlukan untuk membangun kasus (Sari,
2021).

Setelah tahap penyidikan, jika ditemukan cukup bukti untuk mendakwa
pelaku, KPK akan menyusun berkas perkara dan menyerahkannya kepada jaksa untuk
dituntut di pengadilan. Proses penuntutan dilakukan berdasarkan fakta-fakta yang
ditemukan selama penyidikan, serta alat bukti yang sah. Dalam hal ini, pengacara dari
pelaku juga berhak untuk membela kliennya dalam persidangan. Pengadilan akan
memutuskan apakah pelaku bersalah atau tidak, dan jika bersalah, pengadilan akan
menjatuhkan hukuman sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang
Tipikor (Pramono, 2020).

Selama proses hukum berlangsung, terdapat juga mekanisme pengawasan dari
masyarakat, yang dapat melakukan pelaporan atau pengaduan terkait tindakan korupsi.
Hal ini menjadi penting untuk menciptakan kesadaran dan partisipasi publik dalam
pemberantasan korupsi. Keterlibatan masyarakat dalam proses hukum diharapkan
dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus korupsi
(Budianto, 2021).

Namun, meskipun sudah terdapat undang-undang dan lembaga yang
menangani kasus korupsi, tantangan dalam penegakan hukum tetap ada. Salah satu
tantangan utama adalah adanya intervensi politik dan upaya untuk menghalangi proses
hukum. Dalam beberapa kasus, pelaku korupsi yang memiliki pengaruh politik atau
kekuasaan sering kali mencoba untuk mempengaruhi jalannya proses hukum, sehingga
menghambat pemberantasan korupsi secara efektif (Yulianto, 2022).

Undang-undang Tipikor di Indonesia menjadi instrumen penting dalam upaya
pemberantasan korupsi. Proses hukum yang jelas dan transparan merupakan langkah
awal untuk menegakkan keadilan, namun dukungan dari semua pihak, termasuk
masyarakat dan lembaga penegak hukum, sangat diperlukan untuk mencapai tujuan
tersebut.

Aksiologi Hukum Islam dalam Penanganan Korupsi
Aksiologi hukum Islam memberikan kerangka moral yang kuat untuk
menangani masalah korupsi. Dua nilai kunci yang relevan dalam konteks ini adalah
keadilan (‘adl) dan tanggung jawab individu serta kolektif. Keadilan dalam hukum Islam
mencakup penerapan hukum secara adil tanpa membedakan latar belakang seseorang,
serta mendorong individu untuk berperilaku etis dan bertanggung jawab (Rahman,
2018). Nilai keadilan (‘adl) ini menjadi pilar utama dalam penegakan hukum Islam, yang
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bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tindakan hukum dilakukan dengan
mempertimbangkan hak-hak semua pihak yang terlibat (Mulyadi, 2021). Selain itu,
tanggung jawab individu dan kolektif dalam hukum Islam menekankan pentingnya
kesadaran moral dan tanggung jawab sosial dalam mencegah dan mengatasi korupsi
(Amir, 2019).

Keadilan, dalam pandangan Islam, bukan hanya sekadar penerapan hukum,
tetapi juga mencakup prinsip moral yang lebih luas. Tindakan korupsi jelas
bertentangan dengan prinsip keadilan, karena merugikan masyarakat dan menciptakan
ketidakadilan sosial. Dalam konteks ini, korupsi dapat dilihat sebagai pengkhianatan
terhadap amanah (trust) yang diberikan kepada individu yang menjabat. Al-Qur'an
menegaskan pentingnya keadilan dalam berbagai ayat, seperti dalam Surah An-Nisa
ayat 135 yang menyerukan umat Islam untuk bersaksi dengan adil, bahkan terhadap diri
mereka sendiri atau kerabat terdekat (Suhandi, 2021).

Secara moral, tindakan korupsi tidak hanya menyebabkan kerugian materi,
tetapi juga merusak integritas dan reputasi individu. Pelaku korupsi akan menghadapi
konsekuensi tidak hanya di dunia, tetapi juga di akhirat, sesuai dengan ajaran Islam
mengenai pertanggungjawaban di hadapan Allah (Q.S. Al-Baqarah ayat 188). Oleh
karena itu, prinsip keadilan ini harus diinternalisasikan dalam sistem hukum dan
pendidikan, sehingga masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi terhadap dampak
negatif korupsi (Salim, 2020).

Selain itu, nilai keadilan dalam hukum Islam mendorong masyarakat untuk
terlibat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dengan memahami
bahwa korupsi adalah bentuk pelanggaran terhadap keadilan, individu diharapkan
dapat berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang bersih dan berintegritas.
Dalam konteks ini, upaya pemberantasan korupsi bukan hanya tugas pemerintah, tetapi
juga tanggung jawab bersama masyarakat (Amin, 2022).

Tanggung jawab dalam hukum Islam mencakup aspek individu dan kolektif.
Secara individu, setiap Muslim diharapkan untuk bertindak jujur dan menepati amanah
yang diberikan. Tindakan korupsi dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip
tanggung jawab ini, karena individu yang terlibat tidak hanya merugikan dirinya sendiri
tetapi juga masyarakat luas. Dalam Surah Al-Baqarah ayat 177, Allah memerintahkan
agar umat Islam berlaku adil dan tidak menyalahgunakan kekuasaan (Fitria, 2021).

Di sisi lain, tanggung jawab kolektif mengharuskan masyarakat untuk saling
mengingatkan dan mendukung upaya pencegahan korupsi. Dalam konteks ini,
komunitas Islam memiliki peran penting dalam menciptakan budaya yang menolak
korupsi dan mendorong perilaku yang etis. Menguatkan solidaritas sosial dalam
komunitas akan membantu menciptakan lingkungan yang kurang toleran terhadap
praktik korupsi (Hassan, 2021).

Lebih lanjut, ajaran Islam juga menggarisbawahi pentingnya kepemimpinan
yang baik. Pemimpin diharapkan untuk memimpin dengan integritas dan keadilan,
serta menjadi teladan bagi masyarakat. Ketika pemimpin terlibat dalam praktik korupsi,
mereka tidak hanya melanggar amanah yang diberikan, tetapi juga menghancurkan
kepercayaan masyarakat terhadap institusi. Oleh karena itu, penting bagi setiap
individu, terutama mereka yang memegang posisi penting, untuk memahami dan
menjalankan tanggung jawab mereka sesuai dengan prinsip hukum Islam (Jamal, 2020).

Nilai-nilai hukum Islam, seperti keadilan dan tanggung jawab, memberikan
dasar yang kuat dalam penanganan korupsi. Dengan menginternalisasi nilai-nilai ini,
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diharapkan masyarakat dapat berperan aktif dalam memberantas praktik korupsi dan
menciptakan lingkungan yang lebih adil dan transparan. Penegakan prinsip-prinsip ini
dalam konteks hukum dan masyarakat menjadi kunci untuk menciptakan perubahan
yang signifikan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Hukum Islam dan
Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Indonesia memiliki tujuan yang
sama, yaitu menegakkan keadilan dan mencegah tindakan korupsi yang merugikan
masyarakat. Namun, terdapat kesamaan dan perbedaan dalam nilai-nilai yang
mendasari kedua sistem hukum ini.

Kesamaan utama antara hukum Islam dan Undang-undang Tipikor terletak
pada nilai keadilan. Keduanya mengedepankan prinsip keadilan sebagai dasar
penegakan hukum. Dalam hukum Islam, keadilan (‘adl) merupakan salah satu prinsip
utama yang harus diterapkan dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam urusan
hukum dan administrasi. Demikian pula, Undang-undang Tipikor dirancang untuk
menciptakan keadilan sosial dengan memberantas praktik korupsi yang dapat merusak
tatanan sosial dan ekonomi negara (Suhandi, 2021).

Selain itu, baik hukum Islam maupun Undang-undang Tipikor mengandung
konsekuensi moral bagi pelaku tindakan korupsi. Dalam hukum Islam, pelaku korupsi
tidak hanya akan menghadapi sanksi hukum, tetapi juga akan dimintai
pertanggungjawaban di hadapan Allah. Sebaliknya, Undang-undang Tipikor
memberikan sanksi pidana yang jelas bagi para pelaku, yang mencakup hukuman
penjara dan denda. Hal ini menunjukkan bahwa keduanya menempatkan pelanggaran
terhadap prinsip keadilan sebagai suatu tindakan yang tidak dapat ditoleransi (Jamal,
2020).

Namun, terdapat juga perbedaan yang signifikan antara hukum Islam dan
Undang-undang Tipikor. Pertama, pendekatan terhadap penegakan hukum. Hukum
Islam mengedepankan pendekatan pencegahan yang berakar pada nilai-nilai moral dan
spiritual, sementara Undang-undang Tipikor lebih bersifat reaktif dan berfokus pada
penegakan hukum melalui mekanisme hukum positif (Amin, 2022). Kedua, sanksi yang
dikenakan juga berbeda. Dalam hukum Islam, sanksi terhadap korupsi bisa berupa
hukuman dunia dan akhirat, seperti ancaman azab di akhirat bagi mereka yang tidak
bertaubat, sedangkan Undang-undang Tipikor mengenakan sanksi pidana yang diatur
dalam kitab undang-undang yang berlaku. Ketiga, hukum Islam memberikan
penekanan yang lebih pada rehabilitasi dan pengembalian kepada nilai-nilai moral,
sedangkan Undang-undang Tipikor cenderung lebih fokus pada penegakan hukum
yang bersifat represif (Fitria, 2021).

Contoh penerapan nilai-nilai hukum Islam dalam kasus korupsi dapat dilihat
dalam berbagai inisiatif yang dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil yang
mengintegrasikan ajaran Islam dalam upaya pemberantasan korupsi. Salah satu
contohnya adalah pendekatan yang mengedepankan pendidikan dan penyuluhan
berbasis agama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang korupsi sebagai
tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Sebagai contoh, sebuah organisasi
non-pemerintah di Indonesia, "Masyarakat Anti Korupsi,” melakukan kampanye
pendidikan yang mengedukasi masyarakat tentang bahaya korupsi melalui perspektif
agama. Mereka menggunakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang menekankan
kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Kampanye ini mencakup seminar, lokakarya,
dan program pengajaran di sekolah-sekolah untuk menyebarkan nilai-nilai tersebut
(Hassan, 2021).
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Selain itu, beberapa lembaga keagamaan juga aktif dalam memberikan fatwa
yang mengharamkan korupsi dan menyarankan umat Islam untuk berperan aktif dalam
pemberantasan korupsi. Fatwa tersebut menekankan bahwa korupsi adalah salah satu
bentuk pengkhianatan terhadap amanah dan melanggar prinsip keadilan yang sangat
dijunjung tinggi dalam ajaran Islam (Salim, 2020).

Penerapan nilai-nilai hukum Islam dalam konteks korupsi juga terlihat dalam
program-program rehabilitasi bagi pelaku korupsi yang berkomitmen untuk
memperbaiki diri. Dalam beberapa kasus, pelaku korupsi yang telah mengakui
kesalahannya dan berusaha untuk memperbaiki tindakan mereka melalui restitusi atau
pengembalian aset kepada negara sering kali mendapatkan dukungan dari komunitas
untuk berintegrasi kembali ke dalam masyarakat. Pendekatan ini mencerminkan
semangat hukum Islam yang menekankan pentingnya tobat dan pemulihan (Q.S. Al-
Baqarah: 54).

Perbandingan antara pendekatan hukum Islam dan Undang-undang Tipikor
menunjukkan adanya kesamaan dalam tujuan penegakan keadilan dan pencegahan
korupsi, tetapi dengan perbedaan dalam pendekatan, sanksi, dan metode penegakan
hukum. Penerapan nilai-nilai Hukum Islam dalam kasus korupsi memberikan wawasan
baru dan alternatif dalam upaya pemberantasan korupsi yang lebih berbasis pada nilai-
nilai moral dan spiritual, sehingga dapat mendorong perubahan positif dalam
masyarakat.

Implikasi Aksiologi Hukum Islam terhadap Penegakan Hukum di Indonesia

Reformasi hukum di Indonesia menjadi suatu keharusan mengingat
kompleksitas masalah hukum yang dihadapi, terutama terkait dengan tindak pidana
korupsi. Salah satu pendekatan yang dapat diadopsi adalah integrasi nilai-nilai hukum
Islam ke dalam sistem hukum nasional. Hukum Islam memiliki landasan nilai yang
kuat, termasuk keadilan, tanggung jawab, dan moralitas, yang dapat memberikan
kontribusi positif terhadap pembenahan hukum di Indonesia (Amin, 2022).

Integrasi nilai-nilai Hukum Islam dalam sistem hukum nasional dapat
dilakukan melalui beberapa cara. Pertama, dengan memasukkan prinsip-prinsip etika
dan moral dalam regulasi hukum yang ada. Misalnya, dalam konteks pencegahan
korupsi, nilai keadilan (‘adl) yang mendasari hukum Islam dapat diadopsi untuk
memperkuat kerangka hukum yang ada. Keadilan dalam hukum Islam menekankan
perlunya transparansi dan akuntabilitas, yang sejalan dengan prinsip-prinsip good
governance (Suhandi, 2021). Kedua, pelibatan tokoh-tokoh agama dan komunitas dalam
proses penegakan hukum juga dapat menjadi strategi efektif. Dalam konteks ini,
lembaga-lembaga keagamaan dapat berfungsi sebagai jembatan untuk menyampaikan
nilai-nilai Hukum Islam kepada masyarakat luas, sehingga meningkatkan kesadaran
akan pentingnya integritas dan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Dengan
demikian, masyarakat akan lebih siap untuk mendukung upaya-upaya pencegahan
korupsi (Salim, 2020). Ketiga, pendidikan hukum yang berbasis pada nilai-nilai Islam
dapat diperkenalkan di lembaga-lembaga pendidikan tinggi, khususnya di fakultas
hukum. Kurikulum yang mencakup aspek etika dan moral dalam Hukum Islam akan
menghasilkan lulusan yang tidak hanya paham hukum positif, tetapi juga memiliki
kesadaran moral yang tinggi terhadap praktik hukum yang adil dan berintegritas (Jamal,
2020).
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Integrasi nilai-nilai hukum Islam dalam sistem hukum nasional dapat
memberikan dampak positif yang signifikan terhadap penegakan hukum dan
pencegahan korupsi. Pertama, dengan menegaskan kembali prinsip keadilan,
pendekatan ini dapat menciptakan sistem hukum yang lebih responsif terhadap
kebutuhan masyarakat. Hukum yang berpihak pada nilai-nilai keadilan akan
mendorong pelaksanaan hukum yang lebih efektif, serta memberikan kepercayaan
kepada masyarakat terhadap institusi hukum (Amin, 2022). Kedua, nilai-nilai hukum
Islam yang menekankan pada tanggung jawab individu dan kolektif dapat memperkuat
partisipasi masyarakat dalam pencegahan korupsi. Dalam hukum Islam, setiap individu
memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga kejujuran dan keadilan dalam setiap
tindakan. Ini menciptakan kesadaran kolektif di masyarakat bahwa korupsi bukan
hanya pelanggaran hukum, tetapi juga pelanggaran terhadap nilai-nilai moral dan
spiritual (Fitria, 2021).

Ketiga, implementasi nilai-nilai hukum Islam dalam penegakan hukum dapat
mendorong reformasi institusi hukum yang lebih baik. Dengan memperkenalkan
mekanisme yang mendukung transparansi dan akuntabilitas, institusi hukum akan
lebih dipercaya oleh masyarakat. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan yang
tidak toleran terhadap korupsi, di mana setiap pelanggaran hukum dapat dilaporkan
dan ditindaklanjuti secara efektif (Suhandi, 2021). Keempat, dengan mengintegrasikan
hukum Islam dalam sistem hukum nasional, pelaku korupsi dapat dikenakan sanksi
yang tidak hanya berupa hukuman fisik, tetapi juga sanksi moral yang lebih dalam,
seperti penyesalan dan penyesalan atas dosa yang telah dilakukan. Ini akan mendorong
pelaku untuk berbalik dan memperbaiki diri, serta menghindari tindakan serupa di
masa depan (Salim, 2020). Kelima, pendekatan berbasis hukum Islam dapat membantu
menciptakan budaya anti-korupsi dalam masyarakat. Dengan membangun narasi
bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak hanya melanggar hukum tetapi juga
bertentangan dengan nilai-nilai agama, masyarakat akan lebih termotivasi untuk
menolak dan melawan praktik korupsi dalam kehidupan sehari-hari (Jamal, 2020).

Reformasi hukum berbasis aksiologi Islam menawarkan peluang besar untuk
meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan pencegahan korupsi di Indonesia.
Dengan mengintegrasikan nilai-nilai hukum Islam dalam sistem hukum nasional, kita
dapat menciptakan lingkungan hukum yang lebih adil, transparan, dan akuntabel. Oleh
karena itu, penting bagi semua pemangku kepentingan untuk bekerja sama dalam
mewujudkan reformasi hukum yang berorientasi pada nilai-nilai moral dan etika yang
diusung oleh hukum Islam.

Tantangan dan Peluang

Penerapan nilai-nilai hukum Islam dalam konteks hukum positif di Indonesia
menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Salah satu tantangan utama adalah
perbedaan mendasar antara prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum positif yang
berlaku saat ini. Hukum positif sering kali bersifat sekuler dan berorientasi pada
pemenuhan kepentingan publik yang luas, sementara hukum Islam berfokus pada
moralitas dan etika spiritual individu (Syafi'i, 2022). Ketidaksesuaian ini dapat
mengakibatkan konflik dalam penegakan hukum, terutama dalam kasus-kasus yang
menyangkut korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.

Tantangan lainnya adalah keberagaman pemahaman dan interpretasi terhadap
nilai-nilai hukum Islam itu sendiri. Dalam masyarakat Indonesia yang pluralistik,
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terdapat berbagai aliran dan pandangan mengenai hukum Islam yang dapat
mempengaruhi bagaimana nilai-nilai tersebut diterapkan dalam konteks hukum positif.
Misalnya, ada perbedaan pandangan tentang konsep keadilan dan bagaimana cara
mencapainya dalam situasi hukum tertentu (Jamaluddin, 2021). Ketidakharmonisan
dalam interpretasi ini dapat menghambat kolaborasi antara institusi hukum dan
komunitas agama.

Selanjutnya, tantangan struktural dalam sistem hukum Indonesia juga menjadi
kendala. Sistem peradilan yang ada seringkali dipandang tidak mampu menjalankan
prinsip keadilan secara konsisten, baik dalam hukum positif maupun hukum Islam.
Kasus-kasus korupsi yang melibatkan elit politik menunjukkan bahwa sistem hukum
tidak selalu berfungsi secara efektif untuk menegakkan keadilan (Husni, 2020). Hal ini
menciptakan keraguan di masyarakat terhadap kemampuan institusi hukum untuk
menerapkan nilai-nilai hukum Islam dalam penegakan hukum yang adil.

Aspek sosial dan budaya juga menjadi tantangan signifikan. Di masyarakat yang
masih terpengaruh oleh praktik budaya yang tidak selaras dengan nilai-nilai hukum
Islam, penerapan nilai-nilai ini dapat menghadapi resistensi. Misalnya, praktik
nepotisme dan kolusi yang sudah mendarah daging dalam beberapa sektor
pemerintahan bisa bertentangan dengan prinsip tanggung jawab dan keadilan dalam
Hhkum Islam. Untuk itu, diperlukan upaya pendidikan dan sosialisasi yang
berkelanjutan untuk mengubah pola pikir dan sikap masyarakat (Anwar, 2021).

Meskipun terdapat tantangan, ada pula peluang yang dapat dimanfaatkan
untuk mengintegrasikan nilai-nilai Hukum Islam dalam penegakan hukum di
Indonesia, khususnya dalam memberantas korupsi. Salah satu peluang utama adalah
adanya kesamaan nilai yang dapat dijadikan dasar untuk kolaborasi antara hukum Islam
dan hukum positif. Nilai-nilai seperti keadilan, transparansi, dan akuntabilitas adalah
prinsip-prinsip yang dipegang dalam kedua sistem hukum ini. Dengan membangun
dialog dan kerjasama antara lembaga hukum dan tokoh agama, kolaborasi ini dapat
menghasilkan pendekatan yang lebih efektif dalam pencegahan dan penanganan kasus
korupsi (Rizal, 2021).

Selain itu, masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam juga dapat
menjadi faktor pendukung dalam penerapan nilai-nilai hukum Islam. Kesadaran
kolektif masyarakat terhadap pentingnya integritas dan moralitas dalam kehidupan
sehari-hari dapat dijadikan modal sosial dalam menggalang dukungan untuk
memerangi korupsi. Dengan mengedukasi masyarakat tentang implikasi negatif dari
korupsi dalam perspektif hukum Islam, mereka akan lebih termotivasi untuk
melaporkan tindakan korupsi dan mendukung upaya penegakan hukum (Halim, 2020).

Peluang lainnya adalah peningkatan peran lembaga-lembaga keagamaan dalam
memberikan edukasi hukum kepada masyarakat. Lembaga-lembaga ini dapat berfungsi
sebagai mediator yang menjembatani antara nilai-nilai hukum Islam dan
implementasinya dalam hukum positif. Program-program pendidikan yang
memadukan aspek hukum positif dan hukum Islam dapat membantu masyarakat
memahami pentingnya kedua sistem hukum ini dalam konteks moral dan etika (A. Sari,
2021).

Selanjutnya, reformasi kebijakan hukum yang berfokus pada integrasi nilai-
nilai hukum Islam dalam undang-undang dan regulasi juga dapat menjadi langkah
positif. Pemerintah dapat mempertimbangkan masukan dari ulama dan tokoh
masyarakat dalam penyusunan kebijakan yang lebih adil dan akuntabel. Ini akan
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menciptakan regulasi yang tidak hanya memenuhi kebutuhan hukum positif tetapi juga
sejalan dengan nilai-nilai spiritual yang dijunjung tinggi dalam hukum Islam (Mahmud,
2021).

Dalam menghadapi tantangan penerapan nilai-nilai hukum Islam dalam
konteks hukum positif, penting untuk terus berupaya membangun dialog dan
kolaborasi antara kedua sistem hukum. Meskipun ada banyak kendala yang harus
dihadapi, peluang untuk integrasi nilai-nilai ini juga sangat terbuka. Dengan kesadaran
kolektif masyarakat, dukungan lembaga keagamaan, dan reformasi kebijakan yang
berbasis nilai, Indonesia dapat menuju sistem hukum yang lebih adil dan efektif dalam
memberantas korupsi.

D.KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkap pentingnya integrasi nilai-nilai hukum Islam dalam
konteks penegakan hukum di Indonesia, terutama dalam menangani isu korupsi yang
telah menjadi masalah struktural di negara ini. Meskipun terdapat tantangan yang
signifikan, seperti perbedaan fundamental antara nilai-nilai hukum Islam dan hukum
positif, serta tantangan struktural dalam sistem peradilan, penelitian ini menunjukkan
bahwa peluang untuk kolaborasi antara kedua sistem hukum ini sangat mungkin.

Dari analisis yang dilakukan, nilai-nilai dasar dalam hukum Islam, seperti
keadilan (‘adl), tanggung jawab, dan transparansi, terbukti relevan dan aplikatif dalam
konteks pemberantasan korupsi. Hukum Islam menekankan pentingnya kejujuran dan
akuntabilitas, yang dapat menjadi landasan moral dalam sistem hukum nasional. Oleh
karena itu, pendekatan yang berbasis aksiologi Islam dapat memberikan kontribusi
signifikan terhadap penegakan hukum yang lebih efektif dan berintegritas.

Penerapan nilai-nilai hukum Islam dalam sistem hukum positif tidak hanya
dapat memperkuat kerangka hukum yang ada tetapi juga dapat memperkaya dialog
moral di antara masyarakat. Dengan meningkatnya pemahaman tentang dampak
korupsi dari perspektif hukum Islam, masyarakat diharapkan dapat lebih aktif dalam
melaporkan tindakan korupsi dan menuntut pertanggungjawaban dari para pemangku
kepentingan. Ini menunjukkan bahwa pendidikan dan sosialisasi tentang nilai-nilai
hukum Islam sangat penting dalam menciptakan kesadaran kolektif yang mendorong
tindakan anti-korupsi.

Selain itu, kolaborasi antara lembaga-lembaga keagamaan dan institusi hukum
dapat menghasilkan regulasi yang lebih adil dan sesuai dengan norma-norma moral
masyarakat. Proses reformasi hukum yang melibatkan masukan dari berbagai
pemangku kepentingan, termasuk tokoh agama, ahli hukum, dan masyarakat sipil,
dapat menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif dan berorientasi pada keadilan sosial.

Dalam kesimpulannya, integrasi nilai-nilai hukum Islam dalam penegakan
hukum di Indonesia bukan hanya memungkinkan, tetapi juga dapat membawa dampak
positif yang signifikan dalam memberantas korupsi. Melalui pendekatan yang berbasis
nilai dan dialog yang konstruktif, diharapkan tercipta sistem hukum yang tidak hanya
efektif, tetapi juga adil dan berintegritas, yang pada akhirnya akan membawa Indonesia
menuju masyarakat yang lebih sejahtera dan berkeadaban.
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